
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN   

A.  Latar Belakang  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 menjelaskan 

pengertian pornografi yang merupakan kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan, dan bentuk penyebaranya seperti gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainya 

melalui berbagai media sosial atau bisa disebut aplikasi
1
.  

           Perkembangan teknologi informasi dapat membawa dampak perubahan tatanan 

kehidupan manusia. Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat dan 

memunculkan faktor perubahan sosial di tengah masyarakat, yaitu mengubah berbagai 

perilaku dan cara berinteraksi antara maasyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya
2
. 

Perubahan di berbagi aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi 

lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum, tindak pidana ini semakin 

berkembang, terjadi terus menerus seiring berkembangnya teknologi informasi dan media 

elektronik.  

            Internet merupakan media yang tidak dapat di hindari kehadirnya, karna internet 

merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas. internet 

memegang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi 

informasi tersebut diharapkan dapat memberikan  dampak positif bagi kehidupan manusia 

yang pada akhirnya yang diinginkan tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia dalam 

bidang teknologi informasi, namun perkembangan tersebut di ikuti dengan dampak negatif 

yang mengancam dan membahayakan, penyalahgunaan dari kemajuan teknologi informasi 

salah satunya tindak pidana pornografi (cyberporn).   

           Internet media paling strategis bagi idustri pornografi, karena dengan mudah 

dalam penyebaranya, online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih 

sangat lemah terkait regulasi cyberporn salah satunya Indonesia. kementerian komunikasi 

dan informatika berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di 

ruang digital. Selain konten judi online yang menjadi perhatian kementerian komunikasi dan 

informatika juga melakukan pemutusan akses terhadap konten pornografi. 
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 kementerian komunikasi dan informatika telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten 

bermuatan pornografi. “ ada sekitar 1.211.573 konten website kemudia di media sosial 

sebanyak 737, 146 konten dan plafrom file sharing sebanyak 2.075 konten” jelasnya di kantor 

Kementerian Komunikasi Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (15/09/2023)
4
. Tindak Pidana 

Pornografi semakin berkembang lagi dengan kemajuan teknologi dan adanya aplikasi yang 

menjadi sumber ataupun tempat. 

         Beredarnya video mesum atau video asusila tersebut hendaknya menjadi perhatian pihak 

berwajib, agar tidak hanya mengusut atau mencari pelaku yang ada dalam video asusila 

tersebut, tetapi juga mengusut mencari pelaku penyebaran video asusila tersebut, karena video 

yang di sebarluaskan di media sosial adalah video yang tidak pantas karena bermuatan 

pornografi sehingga sudah seharusnya pelaku penyebaran video mesum juga di proses secara 

hukum.  Menurut R.Soesilo kesopanan dalam arti kata kesusilaan (zeden eerbaarheid) adalah 

perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada 

perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlibatkan anggota kemaluan wanita atau 

pria, mencium dan sebagainya.
5
         

        Media sosial membentuk jaringan dan menghubungkan antara penggunanya saling mengenal 

ataupun tidak. Ini merupakan salah satu alasan mengapa konten pornografi sangat cepat beredar 

melalui media sosial. Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Yang menyebutkan twitter menduduki peringkat ke lima sebagai media 

sosial yang paling banyak digunakan di indonesia. Tercatat 56% dari total pengguna twitter, adalah 

kasus konten pornografi di Indonesia, penyebaranya pertama kali terjadi melalui twitter, 
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kemudian baru menyebar ke media sosial lainya. Hal ini berhubungan dengan hasil pemblokiran 

konten kementerian kominfo, yang menempatkan twitter sebagai media tertinggi dalam 

penyebaran konten  

pornografi.
6
  

   Kemajuan teknologi informasi cepat ditangkap oleh para pelaku tindak pornografi sebagai 

peluang bisnis yang cukup menggiurkan dengan keuntungan yang berlipat. Produksi pornografi 

makin mudah dan biaya murah dengan hasil kualitas bagus. Penyebaran pornografi tidak lagi 

konvesional seperti zaman dulu
7
. Jejaring sosial harusnya menjadi media komunikasi dalam hal 

hal berdampak positif namun pada kenyataanya selain memiliki dampak positif penggunaan 

jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya dampak penggunaan situs 

jaringan sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana mulai dari penipuan, 

pornografi, penculikan bahkan pemerkosaan.   

       Seperti kasus yang penulis teliti yakni Tindak Pidana Penyebaran Konten oleh I Made Alias 

Sara yang merupakan mantan pacar dari korban, dimana pada masih saat menjalin hubungan 

pacaran terdakwa dan korban pernah melakukan mandi bersama melalui video call (vc), dan 

tampa sepengetahuan korban terdakwa melakukan rekam layar dan terjadilah perekaman 

dimana tersebut berlangsung selama durasi 3 menit 26 detik. Dan tanpa sepengetahuan korban 

terdakwa meyebarluaskan video tersebut ke teman temannya dan ke grub wattsap, yang di 

dalam grub itu  ada saksi yaitu paman korban dan setelah melihat video 

seorang perempuan yang sedang mandi dengan tidak menggunakan apa pun dan sambil 

melakukan video call (vc), saksi segera memberitahukan kepada keluarga korban yaitu ayah dari 

korban dan setelah korban mengetahui bahwa video yang berisikan dirinya sedang melakukan 

video call dan sedang mandi tersebarluaskan korban mengalami malu, trauma mendalam, 

menangis terus, murung, serta malam harinya korban mengalami demam, sesak nafas dan 

kejang.   

Oleh karna perbuatan terdakwa merugikan korban, maka dari itu ayah dari korban melaporkan 

perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri 

Semarapura. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 29 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.   

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam 

permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa penulisan hukum atau skripsi dengan 
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judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi  (Studi 

 Kasus  Putusan Nomor  40/Pid.Sus/2022/PN Srp).  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian uraian yang telah dijelaskan pada bagaian latar belakang, maka 

masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pornografi  

melalui Jejaring Sosial/Internet Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN  

Srp ? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap   

Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet Dalam Putusan Nomor 

40/Pid. Sus/2022/PN Srp ? 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut  :   

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap delik pornografi 

melalui jejaring sosial/internet dalam putusan nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp  

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan nomor 40/Pid. 

Sus/2022/PN Srp  

D. Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian ini antara lain :   

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu. 



Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana 

penyebaran konten pornografi di media sosial atau internet. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi 

kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan melalui 

internet mengenai pornografi, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan 

bagi aparatur hukum dan praktis dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku delik pornografi melalui interent. 

3. Manfaat untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum dalam menangani kejahatan 

melalui internet mengenai pornografi dan menjadi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

          



 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umun Tentang Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

                Tindak Pidana sering disebut sebagai peristiwa pidana, secara umum tindak pidana  

merupakan suatu rangkayan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana
8
. 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai 

defenisi tindak pidana, definisi tindak pidana yang diketahui saat ini merupakan hasil 

pemikiran para ahli hukum
9
. Pada umumnya tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan sebab adanya larangan dari Undang-Undang disertai dengan ancaman 

pidana apabila larangan tersebut dilanggar
10

. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang 

dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, 

yakni straf,baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar 

diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 

perbuatan
11

. 

               Adapun pengetian  tindak pidana  menurut  para ahli diantaranya adalah Pompe yang 

berpendapat bahwa tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau 

dengan kata lain pelanggaran terhadap tertib hukum yang sengaja maupun tidak  
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sengaja zdilakukan zoleh zseseorang zdengan zmaksud zdijatuhkannya zsebuah zhukuman 

zkepadanya zdemi zketertipan zhukum zdan zkepentingan zumum
12

, zsedangkan zmenurut 

zMoeljanto, ztindak zpidana zmerupakan zperbuatan zyang zdilarang zoleh zsuatu zaturan zhukum, 

zlarangan zyang zmana zdisertai zsanski zberupa zpidana ztertentu zbagi zbarang zsiapa zyang 

zmelanggar zaturan ztersebut
13

. Simons zmenerangkan zbahwa ztindak zpidana zmerupakan 

zperilaku zyang zdiancam zpidana zyang zmemiliki zsifat zmelawan zhukum zdan zmemiliki zhubungan 

zdengan zkesalahan zyang zdilakukan zoleh zseseorang zyang zdianggap zmampu 

zmempertanggungjawabkan zperbuatannya, zkemudian zJonkers zdan zUtrecht zberpendapat 

zbahwa zrumusan zdefinisi ztindak zpidana zmenurut zSimons zmerupakan zrumusan zyang zlengkap, 

zyaitu z:
14

 

a. Diancam zdengan zpidana zoleh zhukum z 

b. Bertentangan zdengan zhukum 

c. Dilakukan zoleh zorang zyang zbersalah z 

d. Orang ztersebut zdianggap zdapat zbertanggungjawab zatas zperbuatannya 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

    Setiap ztindak zpidana zyang zterdapat zdalam zkitab zUndang-undang zHukum zPidana zitu 

zmenurut zLamintang zpada zumumnya zdapat zkita zjabarkan zke zdalam zunsur-unsur zyang zpada 

zdasarnya zdapat zkita zbagi zmenjadi zdua zmacam zunsur, zyakni: zunsur-unsur zSubyektif zdan 

zunsur-unsur zObyektif.
15

 zUnsur-unsur zSubyektif zitu zadalah zunsur-unsur zyang zmelekat zpada 

zdiri zpelaku zatau zyang zberhubungan zdengan zdiri zpelaku, zdan ztermasuk zke zdalamnya zyaitu 

zsegala zsesuatu zyang zterkandung zdi zdalam zhatinya, zsedangkan zyang zdimaksud zdengan 

zunsur-unsur zObyektif zitu zadalah zunsur-unsur zyang zada zhubunganya zdengan zkeadaan-

keadaan, zyaitu zdi zdalam zkeadaan-keadaan zmana ztindakan-tindakan zdari zpelaku zitu zharus 

zdilakukan. 

Menurut zLamintang zunsur-unsur zSubyektif, zdari zsuatu ztindak zpidana zitu zadalah: 

a. Kesengajaan zatau ztidak zkesengajaan z(dolus zatau zculpa); 

b. Maksud zatau zvoornemen zpada zsuatu zpercobaan zatau zpoging zseperti zyang zdimaksud 

zdi zdalam zPasal z53 zayat z1 zKUHP; 

c. Macam-macam zmaksud zatau zoogmerk zseperti zyang zterdapat zmisalnya zdi zdalam 

zkejahatan-kejahatan zpencurian, zpenipuan, zpemerasan, zpemalsuan zdan zlain-lain; 
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d. Merencanakan zterlebih zdahulu zatau zvoorbedachte zread zseperti zyang zmisalnya zyang 

zterdapat zdi zdalam zkejahatan zpembunuhan zmenurut zPasal z340 zKUHP; 

e. Perasaan ztakut zatau zvress zseperti zyang zantara zlain zterdapat zdi zdalam zrumusan 

ztindak zpidana zmenurut zPasal z308 zKUHP. 

   zUnsur-unsur zSubyektif zdari zsuatu ztindak zpidana zitu zadalah:
16

 

a. Sifat zmelanggar zatau zwederrechtelijkheid; 

b. Kualitas zdari zsi zpelaku, zmisalnya z“keadaan zsebagai zseseorang zpegawai znegeri” zdi 

zdalam zkejahatan zjabatan zmenurut zPasal z415 zKUHP zatau z“keadaan zsebagai 

zpengurus zatau zkomisaris zdari zperseroan zterbatas” zdi zdalam zkejahatan zmenurut 

zPasal z398 zKUHP; 

c. Kausalitas, zyakni zhubungan zantara zsesuatu ztindakan zsebagai zpenyebab zdengan 

zsesuatu zkenyataan zsebagai zakibat 

 

   zMenurut zMoeljanto, zunsur ztindak zpidana zadalah:
17

 

a. Perbuatan; 

b. Yang zdilarang z(oleh zaturan zhukum); 

c. Ancaman zpidana z(bagi zyang zmelanggar zhukum). 

   zPerbuatan zmanusia zsaja zyang zboleh zdilarang, zoleh zaturan zhukum. Berdasarkan zkata zmajemuk 

zperbuatan zpidana, zmaka zpokok zpengertian zada zpada zperbuatan zitu, ztapi ztidak zdipisahkan zdengan 

zorangnya. Ancaman z(diancam) zdengan zpidana zmenggambarkan zbahwa ztidak zmesti zperbuatan zitu 

zdalam zkenyataanya zbenar-benar zdipidana. Pengertian zdiancam zpidana zmerupakan zpengertian 

zMenurut zbunyi zbatasan zyang zdimuat zVos, zdapat zditarik zunsur-unsur ztindak zpidana zadalah. 

a. Kelakuan zmanusia; 

b. Diancam zdengan zpidana; 

c. Dalam zperaturan zperundang-undangan.
18

 

Batasan zyang zdimuat zJonkers zdapat zdirinci zunsur-unsur ztindak zpidana zadalah: 

a. Perbuatan z(yang); 

b. Melawan zhukum z(yang zberhubungan zdengan); 

c. Kesalahan z(yang zdilakukan zoleh zorang zyang zdapat); 
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d. Dipertanggungjawabkan zumum, zyang zartinya zpada zumumnya zdijatuhi zpidana. 

Schravendijk zdalam zbatasan zyang zdimuatnya zsecara zpanjang zlebar zitu, zjika zdirinci zterdapat zunsur-

unsur zsebagai zberikut:
19

 

a. Kelakuan z(orang zyang); 

b. Bertentangan zdengan zkeinsyafan zhukum; 

c. Diancam zdengan zhukuman; 

d. Dilakukan zoleh zorang z(yang zdapat); 

e. Dipersalahkan/kesalahan. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  

   zTindak zpidana zdapat zdibeda-bedakan zatas zdasar-dasar ztertentu, zyaitu: 

a. Menurut zsistem zKUHP 

    Di zdalam zKUHP zyang zberlaku zdi zIndonesia zsebelum ztahun z1918 zdikenal zkategorisasi ztiga zjenis 

zperistiwa zpidana zyaitu z: 

1. Kejahatan z(crime) 

2. Perbuatan zburuk z(delict) 

3. Pelanggaran z(contravention) 

   zMenurut zKUHP zyang zberlaku zsekarang, zperistiwa zpidana zitu zada zdalam zdua zjenis zsaja zyaitu 

z“misdrijf” z( zkejahatan) zdan z“overtreding” z(pelanggaran). KUHP ztidak zmemberikan zketentuan 

zsyarat-syarat zuntuk zmembedakan zkejahatan zdan zpelanggaran. KUHP zhanya zmenentukan 

zsemua zyang zterdapat zdalam zbuku zII zadalah zkejahatan, zsedangkan zsemua zyang zterdapat zdalam 

zbuku zIII zadalah zpelangaran.
20

 

b. Menurut zcara zmerumuskannya z 

   zTindak zpidana zdibedakan zanatara ztindak zpidana zformil z(formeel zdelicten) zdan ztindak zpidana 

zmateriil z(materieel zdelicten). 

   zTindak zpidana zformil zitu zadalah ztindak zpidana zyang zperumusannya zdititik zberatkan zkepada 

zperbuatan zyang zdilarang. Delik ztersebut ztelah zselesai zdengan zdilakukannya zperbuatan zseperti 

ztercantum zdalam zrumusan zdelik, zmisal zpenghasutan z(Pasal z160 zKUHP), zdi zmuka zumum 

zmenyatakan zperasaan zkebencian, zpermusuhan zatau zpenghinaan zkepada zsalah zsatu zatau zlebih 

zgolongan zrakyat zdi zIndonesia z(Pasal z156 zKUHP), zpenyuapan z(Pasal z209, z210 zKUHP), zsumpah 

zpalsu z(Pasal z242 zKUHP), zpemalsuan zsurat z(Pasal z263 zKUHP), zpencurian z(Pasal z362 zKUHP). 

   zTindak zpidana zmateriil zadalah ztindak zpidana zyang zperumusannya zdititikberatkan zkepada 

zakibat zyang ztidak zdikehendaki z(dilarang). Tindak zpidana zini zbaru zselesai zapabila zakibat zyang 
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ztidak zdikehendaki zitu ztelah zterjadi. Kalau zbelum zmaka zpaling zbanyak zhanya zada zpercobaan. 

Misal zpembakaran z(Pasal z187 zKUHP), zpenipuan z(Pasal z378 zKUHP), zpembunuhan z(Pasal z338 

zKUHP). Batas zantara zdelik zformil zdan zmateriil ztidak ztajam zmisalnya zpasal z362. 

c. Berdasarkan  kesalahannya. 

Dibedakan zantara ztindak zpidana zsengaja z(doleus zdelicten) zdan ztindak zpidana ztidak zsengaja 

z(culpose zdelicten).
21

 

Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan,  sementara itu tindak pidana tidak 

sengaja (culpose delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 

kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena 

kesengajaan. 

Contohnya: 

1. Delik zkesengajaan: z362 z(maksud), z338 z(sengaja), z480 z(yang zdiketahui). 

2. Delik zculpa: z334 z(karena zkealpaannya), z359 z(karna zkesalahannya). 

3. Gabungan z(ganda): z418, z480.  

 

 

d. Berdasarkan zmacam zperbuatannya 

    Dapat zdibedakan zantara ztindak zpidana zaktif/positif zdapat zjuga zdisebut ztindak zpidana zkomisi 

z(delicta zcommissionis) zdan ztindak zpidana zpasif/negatif, zdisebut zjuga ztindak zpidana zomisi 

z(delicta zomissionis). 

Tindak zpidana zaktif z(delicta zcommisionis) zadalah ztindak zpidana zyang zperbuatannya zberupa 

zperbuatan zaktif z(positif). Perbuatan zaktif z(disebut zperbuatan zmateriil) zadalah zperbuatan zyang 

zuntuk zmewujudkan zdisyaratkan zadanya zgerakan zdari zanggota ztubuh zorang zyang zberbuat. 

B. Tinjauan Tentang Pornografi  

1. Pengertian Pornografi  

      Pornografi zmerupakan zsuatu ztindak zpidana zyang zsudah zlama zberkembang zdi zindonesia, zistilah 

zpornografi zberasal zdari zbahasa zYunani zyaitu zpornographia zyang zmerupakan ztulisan zatau zgambar 

ztentang zpelacur zdan zkadang zkala zjuga zdisingkat zmenjadi z“porn” zatau z“porno” zyaitu zpenggambaran 

ztubuh zmanusia zatau zperilaku zseksualitas zmanusai zsecara zterbuka, zdengan ztujuan zmembangkitkan 

zbirahi z(gairah zseksual)
22

. Porno zdalam zkamus zbesar zindonesia zdiartikan zsebagai zcabul zdimana zcabul 

zdiartikan zsebagai zperbuatan zkeji zdan zkotor, ztidak zsenonoh z( zmelanggar zkesopanan, zkesusilaan), 
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   z
22 zBarda zNawawi zArief, z2005, zKriminalisasi zKebebasan zPribadi zdan zPornografi zdalm zPerspetif 

zKebijakan zHukum zPidana, zPUSHAM zUbaya, zSemarang, zhlm z3 



zsebagai zpenggambaran ztingkah zlaku zsecara zerotis zdengan zlukisan zatau ztulisan zuntuk 

zmembangkitkan znafsu zbirahi zmaupun zbahan zbacaan zyang zdengan zsengaja zdan zsemata-mata 

zdirancang zuntuk zmembangkitkan znafsu zbirahi zsehingga zdapat zdikatakan zbahwa zpornografi zadalah 

zkemampuannya zyang zbesar zuntuk zmembangkitkan zbirahi zmereka zyang zmenatap, zmendengar 

zmenikmati, zAtmakusumah zAstraatmadja zmendefenisikan zpornografi zadalah zcitra zatau zgambaran 

zgamblang zyang zmemperlihatkan zalat zkelamin zatau zkegiatan zseksual zyang zsemata-mata zbertujuan 

zuntuk zmembangkitkan zbirahi zserta ztidak zberkaitan zdengan ztujuan zsastra, zartistik zdan zseni, zilmu 

zpengetahuan, zpolitik
23

. Pornografi zdalam zBlack zLaw zDictionary, zdikatakan zbahwa: z“Pornografi, 

zmerupakan zmateri z(seperti ztulisan, zfoto, zfilm zerotis) zyang zmenggambarkan zaktivitas zseksual zatau 

zperilaku zerotis zdengan zcara zyang zdirancang zuntuk zmembangkitkan zgairah zseksual. Pornografi 

zadalah zujaran zyang zdilindungi zberdasarkan zAmandemen zPertama zkecuali zjika zhal ztersebut zdianggap 

zcabul zsecara zhukum.”
24

 

    Kejahatan zpornografi zadalah zsuatu zbentuk zpengaturan, zaturan zatau zbentuk zhukum zdalam 

zperaturan zperundang-undangan, zperaturan zhukum zpidana zatau zketentuam zhukum zdi zluar zhukum 

zpidana, zsebagai zbentuk zkejahatan zpornografi zdan ztelah zmenjadi zkejahatan zcyberporn zdalam zproses 

zperkembangangannya
25

. Demi zmengatasi zpermasalahan ztindak zpidana zcyber zporn zdibentuklah 

zUndang-Undang zNomor z19 zTahun z2016 ztentang zPerubahan zUndang-Undang zNomor z11 zTahun z2008 

ztentang zInformasi zdan zTranksasi zElektronik zdalam zupaya zperlindungan zhukum zpada zkejahatan zyang 

zmemanfaatkan zinternet zsebagai zmedianya.  

     zSeperti zdalam zPasal z27 zAyat z(1) zUndang-Undang zNomor z19 zTahun z2016 ztentang zPerubahan 

zUndang-Undang zNomor z11 zTahun z2008 ztentang zInformasi zdan zTranksasi zElektronik zberbunyi: 

“Setiap zorang zdengan zsengaja zdan ztanpa zhak zmendistribusikan zdan/atau zmentransmisikan 

zdan/atau zmembuat zdapat zdiaksesnya zInformasi zElektronik zdan/atau zDokumen zElektronik zyang 

zmemiliki zmuatan zyang zmelanggar zkesusilaan.” 

    Pengaturan zpelarangan zpenyebarluasan zpornografi zjuga zdimuat zdi zdalam zUndang-Undang zNomor 

z44 zTahun z2008 ztentang zPornografi, zdimana zdiatur zdalam zPasal z4 zayat z(1) zyang zberbunyi: 

“Setiap zorang zdilarang zmemproduksi, zmembuat, zmemperbanyak, zmenggandakan, 

zmenyebarluaskan, zmenyiarkan, zmengimpor, zmenawarkan, zmemperjualbelikan, zmenyewakan, zatau 

zmenyediakan zpornografi zyang zsecara zeksplisit zmemuat: 

a. persenggamaan, ztermasuk zpersenggamaan zyang zmenyimpang; 

b. kekerasan zseksual; 

                                                           
   z

23 zSyarifah, z2006, zKebertubuhan zPerempuan zDalam zPornografi, zYayasab zKota zKita, zYogyakarta, 
zhlm z21. 

   z
24 zAdami zChazami, z2016, zTindak zPidana zPornografi, zSinar zGrafika, zJakarta, zhlm z7. 

   z
25 zSudjito, zBambang, zAbdul zMajid, zFaizin zSulistio, zand zPatricia zAudrey zRuslijanto, z2016, zTindak 

zPidana zPornografi zdalam zEra zSiber zdi zIndonesia, zWACANA, zJurnal zSosial zdan zHumaniora z19, 
zNomor z2. 



c. masturbasi zatau zonani; 

d. ketelanjangan zatau ztampilan zyang zmengesankan zketelanjangan; 

e. alat zkelamin; zatau 

f. pornografi zanak.” 

    Di zNegara zyang ztingkat zfree-sex-nya zcukup ztinggi, zada zrambu-rambu zyang zmengatur zeksposur 

zkecabulan, zterutama zmelalui zmedia zmassa. Yang zjelas, zchild zpornography z(pornografi zyang 

zmenggunakan zanak-anak zsebagai zobjeknya) zdilarang zdan zdiancam zsanksi zhukum zyang zkeras zsampai 

zsekarang. 

Salah zsatu zpendapat zpara zahli zyang zmemberikan zpengertian zpornografi zyaitu zWirjono zProdjodikoro 

zyang zmenjelaskan zpengertian zpornografi zadalah zPornografi zsusila zdari zorang zyang zmelihat zatau 

zmembacanya, zberasal zdari zkata zpornos zyang zberarti zmelanggar zkesusilaan zatau zcabul, zsedangkan 

zgrafi zyang zberarti ztulisan, zdan zkini zmeliputi zgambar zdan zpatung. Jadi zpornografi zberarti ztulisan, 

zgambar, zpatung zatau zbarang zpada zumumnya zyang zmenggambarkan zsesuatu zyang zmenyinggung 

zrasa zsusila zbagi zsetiap zorang zyang zmembaca zatau zmelihatnya
26

. 

    Berdasarkan zdefenisi, zbatasan zatau zkriteria zdiatas, zsegala zkarya zmanusia zbaik zberupa zcerita, 

zgambar, zfilm, ztarian zmaupun zlagu zyang zdiciptakan zdengan zmaksud zsengaja zuntuk zmembakar znafsu 

zbirahi zorang zlain, zsehingga zmerangsang zserta zmenimbulkan zpikiran-pikiran zjorok zdibenaknya
27

, 

zyang zdipermasalahkan zpada zpornografi zadalah zkemampuannya zmerangsang zpikiran zseksual zsorang 

zlain zsecara ztidak zwajar, ztidak zpada ztempatnya zdan ztidak zpada zwaktunya, zsehingga zbisa 

zmenimbulkan ztindakan-tindakan zseksual zyang ztidak zwajar, ztidak zpada ztempatnya zdan ztidak zpada 

zwaktunya. 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi  

      Menurut zMoeljatno zterdapat ztiga zunsur ztindak zpidana, zyaitu: z 

1. Perbuatan zpidana z 

2. Melawan zhukum 

3. Ada zKesalahan 

     zMoeljatno zjuga zmengemukakan zbahwa zperbuatan zpidana zadalah zperbuatan zyang zdilarang zoleh 

zsuatu zaturan zhukum zyang zdi zmana zdisertai zancaman z(sanksi) zyang zberupa zpidana ztertentu, zbagi 

zbarang zsiapa zyang zmelanggar. Dapat zjuga zdikatakan zbahwa zperbuatan zpidana zadalah zperbuatan 

zyang zoleh zsuatu zaturan zhukum zdilarang zdan zdiancam zpidana, zasal zdalam ztindak zpidana ztersebut 

zterdapat zlarangan zyang zditujukan zkepada zperbuatan z(yaitu zsuatu zkeadaan zatau zkejadian zyang 

                                                           
  26 zWirjono zProdjodikoro, z2003, zTindak zPidana zTertentu zdi zIndonesia, zPT. Rafika zAditama, 
zBandung, zhlm z78. 
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zditimbulkan zoleh zkelakuan zorang), zsedangkan zancaman zpidananya zditujukan zkepada zorang zyang 

zmenimbulkan zkejadian zitu. 
28

 

      Unsur zkesalahan zmengenai zkeadaan zbatin zpelaku zadalah zunsur zyang zmenghubungkan zantara 

zperbuatan zdan zakibat zserta zsifat zmelawan zhukum zperbuatan zpelaku. Tindakan zpenyebaran zfoto-

foto zporno zmelalui zmedia zsosial zjuga ztelah zmelanggar zketentuan zlarangan zdalam zPasal z4 zayat z(1) zUU 

zPornografi zyang zpada zintinya zadalah zmembuat, zmemperbanyak, zmenyebarluaskan, zmenyiarkan, 

zatau zmenyediakan zpornografi zyang zsecara zeksplisit zantara zlain zmemuat z: 

a. Persenggamaan, ztermasuk zpersenggamaan zyang zmenyimpang z 

b. Ketelanjangan zatau ztampilan zyang zmengesankan zketelanjangan z 

c. Alat zkelamin 

     zUnsur-unsur zdalam zketentuan zPasal z4 zayat z(1) zUU zPornografi zdapat zdiuraikan zsebagai zberikut: z 

a. Unsur zsetiap zorang, zyang zbisa zmerupakan zorang zperorangan zatau 

zkorporasi,berbadan zhukum zmaupun ztidak z(Pasal z1 zangka z3 zUU zPornografi).  

b. Unsur zkedua zmemproduksi zatau zmembuat zdan zmenyebarluaskan zpornografi zyang 

zmemuat zpersenggamaan zdan zketelanjangan. 

Pasal z29 z 

Setiap zorang zyang zmemproduksi, zmembuat, zmemperbanyak, zmenggandakan, 

zmenyebarluaskan, zmenyiarkan, zmengimpor, zmengekspor, zmenawarkan, zmemperjualbelikan, 

zmenyewakan, zatau zmenyediakan zpornografi zsebagaimana zdimaksud zdalam zPasal z4 zayat z(1) 

zdipidana zdengan zpidana zpenjara zpaling zsingkat z6 z(enam) zbulan zdan zpaling zlama z12 z(dua zbelas) 

ztahun zdan/atau zpidana zdenda zpaling zsedikit zRp. 250.000.000,00 z(dua zratus zlima zpuluh zjuta 

zrupiah) zdan zpaling zbanyak zRp. 6.000.000.000,00 z(enam zmiliar zrupiah). 

Dalam zpenjelasan zdari zPasal z4 zayat z(1) ztersebut zmengecualikan zjika zmembuat zkonten 

zpornografi zuntuk zkepentingan zsendiri.  

Rumusan ztindak zpidana zpornografi zsangat zsederhana, zterdiri zdari zperbuatan zdan zobjek 

zperbuatan zyang zsekaligus zobjek ztindak zpidana. Dengan zmenghubungkannya zdengan zPasal z4 

zayat z1 zyang zditunjuk zoleh zPasal z29 zUndang-Undang zPornografi ztersebut, zmaka zdapat 

zdirumuskan zunsur-unsur ztindak zpidana ztersebut zsebagai zberikut z: z 

1. Perbuatan: 

 za. memproduksi; z 

b. membuat; z 

                                                           
  28 zAlexander zNicko zHermawan, z2020 zPenyebaran zKonten zPornografi zMelalui zMedia zElektronik 
zDitinjau zDari zUU zInformasi zdan zTransaksi zElektronik zJuncto zUU zPornografi, zJurnal zEducation zand 
zDevelopment, zhlm z669. 



c. memperbanyak; z 

d. menggandakan; z 

e. menyebarluaskan; z 

f. menyiarkan; z 

g. mengimpor; z 

h. mengekspor; z 

i. menawarkan; z 

j. memperjualbelikan; 

 zk. menyewakan; z 

l. menyediakan.  

2. Objek zPerbuatannya: zpornografi zyang zsecara zeksplisit zmemuat: z 

a. persenggamaan ztermasuk zyang zmenyimpang; z 

b. kekerasan zseksual; z 

c. masturbasi zatau zonani; z 

d. ketelanjangan zatau ztampilan zyang zmengesankan zketelanjangan; z 

e. alat zkelamin; z 

f. pornografi zanak.
29

 

 zPasal z8 zdari zUndang- zUndang zpornografi zmenjelaskan zbahwa: 

“Setiap zorang zdilarang zdengan zsengaja zatau zatas zpersetujuan zdirinya zmenjadi zobjek zatau zmodel 

zyang zmengandung zmuatan zpornografi”. 

        Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa 

ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah 

kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka 

pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan 

bahwa: 

Pasal z34 

Setiap zorang zyang zdengan zsengaja zatau zatas zpersetujuan zdirinya zmenjadi zobjek zatau zmodel zyang 

zmengandung zmuatan zpornografi zsebagaimana zdimaksud zdalam zPasal z8 zdipidana zdengan zpidana 

zpenjara zpaling zlama z10 z(sepuluh) ztahun zdan/atau zpidana zdenda zpaling zbanyak zRp. 5.000.000.000,00 

z(lima zmiliar zrupiah). 

 

Unsur zyang zditunjuk zoleh zPasal z8 zadalah zperbuatan zyang zsama zdengan zperbuatan zPasal z34 zUndang-

Undang zPornografi. Apabila zrumusan zPasal z8 zjo zPasal z34 zUndang-Undang zPornografi zterdiri zdari 

zunsur-unsur zberikut z:
30
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A. Unsur zsubjektif z: zKesalahan z: zdengan zsengaja zatau zatas zpersetujuannya.  

B. Unsur zobjektif z: zPerbuatan; zmenjadi; z 

      Objeknya z: zobjek zatau zmodel zyang zmengandung zmuatan zpornografi.  

    Bahwa zUnsur zsengaja zterdapat zsecara zterselubung zatau zdiam zdalam zunsur zperbuatan. 

kesengajaan zdalam zPasal z8 zjuncto zPasal z34 zmengandung zarti zbahwa zsi zpembuat zmenghendaki 

zmenjadi zobjek zatau zmodel zyang zbermuatan zpornografi. Frasa zatas zpersetujuannya zdalam zrumusan 

zPasal z8 zjuncto zPasal z34 zsama zartinya zdengan zmenghendaki. Di zsini zdisadari zbahwa zobjek zatau zmodel 

zyang zdikehendakinya zadalah zbermuatan zpornografi. Atas zpengetahuan zsemacam zini zsi zpembuat 

zmenghendaki zmenjadi zobjek zatau zmodel zyang zbermuatan zporografi. Singkatnya, zsengaja zadalah 

zsebagai zkehendak z(willens) zdan zpengetahuan z(wtens). Misalnya zsikap zbatin zorang zyang 

zmenghendaki zdan zmengetahui zunsur zsuatu zperbuatan zdan zlain-lain zyang zmenjadi zunsur ztindak 

zpidana. Si zpembuat zmenghendaki zuntuk zmewujudkan ztindak zpidana, zmenghendaki zperbuatan zserta 

zunsur-unsur zlain zdan zmengetahui zsemua zunsur zyang zada zdi zdalam ztindak zpidana. Mengetahui 

zmengandung zarti zmemahami, zmenyadari, zmenginsyafi, zmengerti. Ukuran zpemahaman zatau 

zpengertian ztidak zperlu zdari zsudut zkonsep-konsep zyuridis zyang zrumit, zseperti zyang zdimiliki zoleh zahli 

zhukum. Akan ztetapi, zcukup zpengetahuan zorang zpada zumumnya, zpengetahuan zorang zawam zsaja.
31

 

    Unsur zkesalahan zdalam zrumusan zPasal z8 zJuncto zPasal z34 zUndang-Undang zPornografi zditulis 

z“dengan zsengaja zatau zatas zpersetujuannya” zdihubungkan zdengan zperbuatan, zobjek zperbuatan zdan 

zobjek ztindak zpidana ztersebut zjika zditinjau zdari zsudut zadanya zkehendak. Dengan zsengaja zsama 

zartinya zdengan zatas zpersetujuannya. Menghendaki zdalam zunsur zsengaja zmenjadi zobjek zatau zmodel 

zsama zdengan zmenghendaki zdalam zunsur zatas zpersetujuan zdirinya zuntuk zmenjadi zobjek zatau zmodel 

zyang zbermuatan zpornografi. Unsur ztindak zpidana zpornografi zpada zrumusan zPasal z8 zjuncto zPasal z34 

zUndang-Undang zNomor z44 zTahun z2008 zterdiri zdari zunsur zSubyektif zyaitu zKesalahan zyang zartinya 

zdengan zsengaja zatau zatas zpersetujuannya zperbuatan ztersebut zdilakukan. Serta zUnsur zobjektif zyaitu 

zPerbuatan z(menjadi) zyang zartinya zobjek zatau zmodel zyang zmengandung zmuatan zpornograf. 

     zPenyebaran zinformasi zelektronik zbersifat zpornografi zmelanggar zketentuan zdalam zUU zITE. Tindak 

zpidana zyang zdilanggar zdalam zUU zITE zadalah zketentuan zPasal z27 zayat z(1) zUU zITE. Unsur-unsur zdalam 

zPasal z27 zayat z(1) zUU zITE zadalah zsebagai zberikut, zunsur zsetiap zorang, zyang zbisa zmerupakan zorang 

zperseorangan z(warganegara zIndonesia zmaupun zasing), zatau zbadan zhukum z(Pasal z1 zangka z21 zUU 

zITE). Berkaitan zdengan zpenyebaran zinformasi zelektronik zbersifat zpornografi zpenyebar zinformasi 

zelektronik zbersifat zpornografi ztentunya zmerupakan zsubjek zhukum zyang zmemenuhi zunsur zsetiap 

zorang.  

     zUnsur zkedua, zdengan zsengaja zdan ztanpa zhak. Penyebaran zinformasi zelektronik zbersifat zpornografi 

zmelalui zmedia zsosial zmelakukan ztindakan zdan zsudah zmengetahui zdan zmenyadari zperbuatan 

ztersebut zdilarang zoleh zperaturan zperundang-undangan zyang zberlaku zdi zRepublik zIndonesia zartinya 
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zunsur zdengan zsengaja zdan ztanpa zhak, ztelah zterpenuhi. Unsur zketiga zadalah zmendistribusikan 

zdan/atau zmentransmisikan zdan/atau zmembuat zdapat zdiaksesnya zinformasi zelektronik zdan/atau 

zdokumen zelektronik.  

    Mendistribusikan zadalah zperbuatan zdalam zbentuk zdan zcara zapapun zyang zsifatnya zmenyalurkan, 

zmembagikan, zmengirimkan, zmemberikan, zmenyebarkan zinformasi zelektronik zdengan 

zmenggunakan zteknologi zinformasi. Lebih zlanjut zJosua zSitompul zmenguraikan 

z“mendistibusikan”sebagai zmengirimkan zinformasi zatau zdokumen zelektronik zkepada zbeberapa 

zpihak zatau ztempat zmelalui zatau zdengan zsistem zelektronik. Tindakan zini zdapat zdilakukan zdengan 

zmengirim zemail, zSMS zkepada zbanyak zpenerima. Si zpembuat zyang zmembuat zinformasi zdapat zdilihat 

zoleh zsiapa zsaja, zseperti zpublikasi zdisitus zatau zmedia ztertentu, zatau zmengunggah zvideo zmelalui zfile 

zsharing zwebsite zjuga ztermasuk zdalam zkategori zmendistribusikan. 
32

 

   zBerdasarkan zKamus zBesar zBahasa zIndonesia, zmendistribusikan zberasal zdari zkata zdistribusi zyang 

zartinya zpenyaluran z(pembagian, zpengiriman) zkepada zbeberapa zorang zatau zke zbeberapa ztempat. 

Berkaitan zuntuk zmendistribusikan zpornogafi zsehingga zsetiap zorang zyang zberteman zdengan zakun 

zmedia zsosial ztersebut zdapat zmengakses zdan zmemperoleh zinformasi zelektronik zyang zbersifat 

zpornografi. Unsur zterakhir zadalah zmemiliki zmuatan zyang zmelanggar zkesusilaan. Kesusilaan 

zmerupakan zsuatu zaspek zdari zmoral zyang zmemuat zunsur-unsur zseks zmanusia. Selain zmoral, 

zkesusilaan zitu zmeliputi zjuga zaspek-aspek zlain, zyaitu zaspek zagama zdan zadat. Agama zmenentukan zapa 

zsaja zyang zharus zditaati zoleh zseluruh zumatnya, zsedangkan zadat zmelahirkan znorma-norma zyang 

zharus zdiikuti zoleh zseluruh zmasyarakat zadat zitu. 

    Kesusilaan zitu zmempunyai zarti zyang zluas, ztidak zhanya zberkaitan zdengan zpornografi zsaja, ztetapi 

zjuga zberkaitan zdengan zhal-hal zlainnya. Norma zkesusilaan zitu zadalah znorma zyang zsumbernya zadalah 

zhati znurani zseseorang zdan znorma zkesusilaan zmenentukan zmana zyang zbaik zdan zmana zyang zburuk. 

Mengenai zkesusilaan, zdiatur zdalam zKUHP zdi zPasal z282. Pasal z282 zini zbiasa zdisebut zdengan zdelik 

zpornografi. Berkaitan zdengan zkasus zpenyebaran zfoto zporno zmelalui zmedia zsosial zyang zdilakukan 

zmemiliki zmuatan zyang zmelanggar zkesusilaan zkarena zdalam zakun zmedia zsosial zterdapat zfoto-foto 

zpornografi zyang zdiunggah.
33

 

3.  Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyebaran konten 

pornografi  

1) Kualifikasi zTindak zPidana zPenyebaran zKonten zPornografi zdalam zKitab zUndangUndang zHukum 

zPidana z(KUHP) 
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Untuk zmemenuhi zpersyaratan zhukum zyang zdapat zditerima zyang ztelah zdiatur zoleh zUndang-

Undang zkhusus zdi zluar zKUHP, zaparat zpenegak zhukum zjuga zberkewajiban zuntuk zmeneliti zdan 

zmengembangkan zpersyaratan zhukum ztertulis ztambahan. Gagasan zyang zdikenal zsebagai zLex 

zSpecialis zDerogat zLex zGeneralis, zyang zmenyatakan zbahwa zUndang-Undang zkhusus 

zmenggantikan zundang-undang zumum, zjuga zdiakui zsah zdengan zdiadopsinya zaturan zaturan 

zkhusus ztersebut
34

. Pengaturan zhukum zdalam zpenyebaran zkonten zpornografi zyang zdiatur zdalam 

zKUHP zmerujuk zpada zketentuan zPasal z282 zdan zPasal z283, zuntuk zjenis zkejahatan zkesusilaan 

zditerapkan zPasal z532 zdan zpasal z533 zatas zpelanggaran zkesusilaan.  

Pasal z282 z 

1) Diancam zdengan zpidana zpenjara zpaling zlama zsembilan zbulan zatau zpidana zdenda zpaling 

zbanyak zsembilan zribu zrupiah, zbarang zsiapa zmenawarkan, zmemberikan zuntuk zterus zmaupun 

zuntuk zsementara zwaktu, zmenyerahkan zatau zmemperlihatkan ztulisan, zgambaran zatau 

zbenda zyang zmelanggar zkesusilaan, zmaupun zalat zuntuk zmencegah zatau zmengguguzkan 

zkehamilan zkepada zseorang zyang zbelum zdewasa, zdan zyang zdiketahui zatau zsepatutnya zharus 

zdiduga zbahwa zumumya zbelum ztujuh zbelas ztahun, zjika zisi ztulisan, zgambaran, zbenda zatau zalat 

zitu ztelah zdiketahuinya. 

2) Diancam zdengan zpidana zyang zsama, zbarang zsiapa zmembacakan zisi ztulisan zyang zmelanggar 

zkesusilaan zdi zmuka zoranng zyang zbelum zdewasase zbagaimana zdimaksud zdalam zayat zyang 

zlalu, zjika zisi ztadi ztelah zdiketahuinya. 

3) Diancam zdengan zpidana zpenjara zpaling zlama zempat zbulan zatau zpidana zkurungan zpaling 

zlama ztiga zbulan zatau zpidana zdenda zpaling zbanyak zsembilan zribu zrupiah, zbarang zsiapa 

zmenawarkan, zmemberikan zuntuk zterus zmaupun zuntuk zsementara zwaktu, zmenyerahkan 

zatau zmemperlihatkan, ztulis- zan, zgambaran zatau zbenda zyang zmelanggar zkesusilaan, zmaupun 

zalat zuntuk zmencegah zatau zmenggugurkan zkehamilan zkepada zseorang zyang zbelum zdewasa 

zsebagaimana zdimaksud zdalam zayat zpertama, zjika zada zalasan zkuat zbaginya zuntuk zmenduga, 

zbahwa ztulisan, zgambaran zatau zbenda zyang zmelang- zgar zkesusilaan zatau zalat zitu zadalah zalat 

zuntuk zmencegah zatau zmenggugurkan zkehamilan. 

 

Pasal z283 

Jika zyang zbersalah zmelakukan zsalah zsatu zkejahatan ztersebut zdalam zpasal z282 zdan z283 zdalam 

zmenjalankan zpencariannya zdan zketika zitu zbelum zlampau zdua ztahun zsejak zadanya zpemidanaan zyang 

zmenjadi zpasti zkarena zkejahatan zsemacam zitu zjuga, zmaka zdapat zdi zcabut zhaknya zuntuk zmenjalankan 

zpencarian ztersebut.  

 

Pasal z532 

Diancam zdengan zpidana zkurungan zpaling zlama ztiga zhari zatau zpidana zdenda zpaling zbanyak zdua zratus 

zdua zpuluh zlima zrupiah: z 

1. barang zsiapa zdi zmuka zumum zmenyanyikan zlagu-lagu zyang zmelanggar zkesusilaan; 

2. barang zsiapa zdi zmuka zumum zmengadakan zpidato zyang zmelanggar zkesusilaan; z 
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3. barang zsiapa zdi ztempat zyang zterlihat zdari zjalan zumum zmengadakan ztulisan zatau 

zgambaran zyang zmelanggar zkesusilaan.  

Pasal z533 

Diancam zdengan zpidana zkurungan zpaling zlama zdua zbulan zatau zpidana zdenda zpaling zbanyak ztiga zribu 

zrupiah: z 

1) barangsiapa zdi ztempat zuntuk zlalu zlintas zumum zdengan zterang-terangan zmempertunjukkan zatau 

zmenempelkan ztulisan zdengan zjudul, zkulit, zatau zisi zyang zdibikin zterbaca, zmaupun zgambar zatau 

zbenda, zyang zmampu zmembangkitkan znafsu zbirahi zpara zremaja; z 

2) barangsiapa zdi ztempat zuntuk zlalu zlintas zumum zdengan zterang-terangan zmemperdengarkan zisi 

ztulisan zyang zmampu zmembangkitkan znafsu zbirahi zpara zremaja; 

3) barangsiapa zsecara zterang-terangan zatau ztanpa zdiminta zmenawarkan zsuatu ztulisan, zgambar 

zatau zbarang zyang zdapat zmerangsang znafsu zberahi zpara zremaja zmaupun zsecara zterang-terangan 

zatau zdengan zmenyiarkan ztulisan ztanpa zdiminta, zmenunjuk zsebagai zbisa zdidapat, ztulisan zatau 

zgambar zyang zdapat zmembangkitkan znafsu zberahi zpara zremaja; 

4) barang zsiapa zmenawarkan, zmemberikan zuntuk zterus zatau zsementara zwaktu, zmenyerahkan zatau 

zmemperlihatkan zgambar zatau zbenda zyang zdemikian, zpada zseorang zbelum zdewasa zdan zdi 

zbawah zumur ztujuh zbelas ztahun; z5. barang zsiapa zmemperdengarkan zisi ztulisan zyang zdemikian zdi 

zmuka zseorang zyang zbelum zdewasa zdan zdibawah zumur ztujuh zbelas ztahun.
35

 

 

Pornografi zyang zdisebarkan zsecara zlangsung zoleh zpelaku zpenyebaran zkonten zbaik zseperti 

zdalam zketentuan zyang zdimaksud zmenggunakan zmedia zfisik zseperti zbuku, zgambar, zmajalah, zdan 

zsebagainya zmerujuk zpada zketentuan zdiatas zbahwa zKUHP ztelah zmengatur zpenyebaran zkonten 

zpornogarafi zsecara zspesifik. Namun zdemi zterselenggaranya zperlindungan zhukum zbagi zmasyarakat 

zdiundangkannya zundang-undang zkhusus zuntuk zmencegah ztindak zpidana zpenyebaran zkonten 

zpornografi zmelalui zmedia zinternet zsebagai zpembaharuan zhukum zdemi zmencegah zperbuatan zyang 

zmelanggar zkesusilaan. Konten zdewasa zyang zmenunjukan zaktifitas zketelanjangan, zdewasa zini 

zmelalui zinternet zsehingga zpenyebarannya zdapat zdengan zmudah, znamun zterkadang zmasyarakat 

ztidak zmemikirkan zdampaknya. Bila zkonten zpornografi zdisebar zdengan zmedia zlangsung zdapat 

zberupa zVCD, zDVD, zdan zlain-lain.
36

 

2) Kualifikasi zTindak zPidana zPenyebaran zKonten zPornografi zdalam zUndang-Undang zNomor z44 

zTahun z2008 ztentang zPornografi z 

 z Implementasi zaturan zyang zmengatur zmengenai zlarangan zmenyebarkan zkonten zyang 

zmengandung zasusila ztidak zdibenarkan zmaka, zpengaturan zdalam zpenerapannya zsudah zada 

zdalam zKUHP, zuntuk zmengikuti zperkembangan zzaman zmaka zdibentuk zatau zdiregulasi zaturan 

zkhusus zdalam zmenanggulangani zkejahatan zmenyebarkan zpornografi zdalam zbentuk zmedia zyang 

zmenampilkan zanmoral, zaturan zini zsebagai zlex zspesialis. Merujuk zdalam zketentuan zhukum 
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zpengaturan ztindak zpidana zpornogarafi. Bahwa zpornografi zmerupakan zbentuk ztindakan zyang 

zdilakukan zsecara zlangsung zmaupun ztindak zlangsung, zperbuatan zpornogarfi zsecara zlangsung 

zdapat zdiberikan zgambaran zseperti zpertunjukan zmempertontonkan zbagian ztubuh zyang 

zmelanggar zkesusilaan. Kemudian zdalam zhal zketentuan zpornografi zsecara ztidak zlangsung zdapat 

zdigambarkan zsebagai zbentuk ztindakan zyang zdilakukan zpada zmedia-media zVCD, zgambar, 

zmajalan zdan zlain-lain zsecara zfisik. Mempertontonkan zkarya zseni zdengan zbentuk zgambar zdengan 

zmempertunjukan zbagian zseksual zlaki-laki zmaupun zperempuan zdinilai zsebagai zbentuk ztindak 

zpidana zyang zdiatur zdalam zUndangUndang zPornografi. 

penyebaran zpornografi zdiatur zjuga zdalam zpada zPasal z29 zjo. Pasal z4 zayat z(1) zUU zNomor z44 zTahun 

z2008 ztentang zPornografi. Yang zdimana zPasal z29 zUU zNomor z44 zTahun z2008 ztentang zPornografi, 

zberbunyi: z 

“Setiap zorang zyang zmemproduksi, zmembuat, zmemperbanyak, zmenggandakan, 

zmenyebarluaskan, zmenyiarkan, zmengimpor, zmengekspor, zmenawarkan, zmemperjualbelikan, 

zmenyewakan, zatau zmenyediakan zpornografi zsebagaimana zdimaksud zdalam zPasal z4 zayat z(1) 

zdipidana zdengan zpidana zpenjara zpaling zsingkat z6 z(enam) zbulan zdan zpaling zlama z12 z(dua zbelas) 

ztahun zdan/atau zpidana zdenda zpaling zsedikit zRp z250 zjuta zdan zpaling zbanyak zRp z6 zmiliar 

 

Sedangkan zPasal z4 zayat z(1) zUU zNo. 44 zTahun z2008 ztentang zPornografi, zberbunyi: z“Setiap zorang 

zdilarang zmemproduksi, zmembuat, zmemperbanyak, zmenggandakan, zmenyebarluaskan, 

zmenyiarkan, zmengimpor, zmengekspor, zmenawarkan, zmemperjualbelikan, zmenyewakan, zatau 

zmenyediakan zpornografi zyang zsecara zeksplisit zmemuat: z 

1. persenggamaan, ztermasuk zpersenggamaan zyang zmenyimpang; z 

2. kekerasan zseksual; z 

3. masturbasi zatau zonani; z 

4. ketelanjangan zatau ztampilan zyang zmengesankan zketelanjangan; z 

5. alat zkelamin; z 

6. pornografi zanak.
37

 

 

3) Kualifikasi zTindak zPidana zPenyebaran zKonten zPornografi zdalam zUndang-Undang zNomor z19 

zTahun z2016 ztentang zPerubahan zAtas zUndang-Undang zNomor z11 zTahun z2008 ztentang zInformasi 

zdan zTransaksi zElektronik z(ITE) 

Penyebarakn konten pornografi masuk kedalam bentuk gambar, foto, tulisan, karya digital 

yang mampu membuat orang yang melihat dapat merasakan gairah sekual, kemudian pada 

perkembanganya untuk mengimbangi kepastian hukum dalam menjaga nilai sosial dan 

kesusilaan di masyarakat, pemerintah mengatur secara khusus pengaturan penyebaran konten 

pornogarafi sebagai tindak pidana yang harus diatur dalam undang-undang khusus. Pada 

ketentuan yang melarang orang maupun kelompok usaha dalam melakukan aktifitas yang 

melanggar kesusilaan, pidana yang mengatur serta melarang, yaitu: 
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Pada zketentuan zUndang-Undang zInformasi zdan zTransaksi zElektronik zpenyebaran zpornografi 

zmenyebutkan zbahwa zterdapat zkata zdata zdiaksesnya zdokumen zatau zkonten ztersebut zseperti 

zketentuan zPasal z45 zayat z(1) zUU zNomor z19 zTahun z2016 ztentang zPerubahan zAtas zUndang-

Undang zNomor z11 zTahun z2008 ztentang zInformasi zdan zTransaksi zElektronik z(ITE) zmengatur 

ztentang zKetentuan zPidana zYang zMenyangkut ztentang zPenyebaran zVideo zPornografi, zadapun 

zbunyi zPasal ztersebut zialah: z 

“Setiap zorang zyang zdengan zsengaja zdan ztanpa zhak zmendistribusikan zdan/ zatau 

zmentransmisikan zdan/atau zmembuat zdapat zdiaksesnya zInformasi zElektronik zdan/ zatau 

zDokumen zElektronik zyang zmemilki zmuatan zyang zmelanggar zkesusilaan zsebagaimana zdimaksud 

zdalam zPasal z27 zayat z(1) zdipidana zdengan zpidana zpenjara zpaling zlama z6 z(enam) ztahun zdan/atau 

zdenda zpaling zbanyak zRp. 1.000.000.000,00 z(satu zmiliar zrupiah). 

 

Pasal z45 zayat z(1) zUndang-Undang zNomor z19 ztahun z2016 zatas zperubahan zUndang-Undang zNomor 

z11 zTahun z2008, zberbunyi z: z 

“Setiap zorang zyang zdengan zsengaja zdan ztanpa zhak zmendistribusikan zdan/ zatau zmentransmisikan 

zdan/atau zmembuat zdapat zdiaksesnya zInformasi zElektronik zdan/ zatau zDokumen zElektronik zyang 

zmemilki zmuatan zyang zmelanggar zkesusilaan zsebagaimana zdimaksud zdalam zPasal z27 zayat z(1) 

zdipidana zdengan zpidana zpenjara zpaling zlama z6 z(enam) ztahun zdan/atau zdenda zpaling zbanyak zRp. 

1.000.000.000,00 z(satu zmiliar zrupiah).”
38

 

 

 

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim  

1. Pengertian Pertimbangan Hakim  

   zPertimbangan zhukum zdiartikan zsuatu ztahapan zdi zmana zmajelis zhakim zmempertimbangkan zfakta 

zyang zterungkap zselama zpersidangan zberlangsung, zmulai zdari zdakwaan, ztuntutan, zeksepsi zdari 

zterdakwa zyang zdihubungkandengan zalat zbukti zyang zmemenuhi zsyarat zformil zdan zsyarat zmateril, 

zyang zdisampaikan zdalam zpembuktian. Dalam zpertimbangan zhukum zdicantumkan zpula zpasal-pasal 

zdari zperaturan zhukum zyang zdijadikan zdasar zdalam zputusan ztersebut z
39

. Hakim zsebagai zpelaksana 

zdari zkekuasaan zkehakiman zmempunyai zkewenangan zdalam zperaturan zperaturan zperundang-

undangan zyang zberlaku, zdan zhal zini zdilakukan zoleh zhakim zmelalui zputusannya. Fungsi zhakim zadalah 

zmemberikan zputusan zterhadap zperkara zyang zdiajukan, zdi zmana zdalam zperkara zpidana, zhal zitu ztidak 

zterlepas zdari zsistem zpembuktian znegatif, zyang zpada zprinsipnya zmenetukan zbahwa zsuatu zhak zatau 

zperistiwa zatau zkesalahan zdianggap ztelah zterbukti, zdisamping zadanya zalat-alat zbukti zmenurut 
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zundang-undang zjuga zditentukan zkeyakinan zhakim zyang zdilandasi zdengan zintegritas zmoral zyang 

zbaik.
40

 

   zPertimbangan zhakim zmerupakan zsalah zsatu zaspek zterpenting zdalam zmenentukan zterwujudnya 

znilai zdari zsuatu zputusan zhakim zyang zmengandung zkeadilan z(ex zaequo zet zbono) zdan zmengandung 

zkepastian zhukum, zdi zsamping zitu zjuga zmengandung zmanfaat zbagi zpara zpihak zyang zbersangkutan 

zsehingga zpertimbangan zhakim zini zharus zdisikapi zdengan zteliti, zbaik, zdan zcermat. Apabila 

zpertimbangan zhakim ztidak zteliti, zbaik, zdan zcermat, zmaka zputusan zhakim zyang zberasal zdari 

zpertimbangan zhakim ztersebut zakan zdibatalkan zoleh zPengadilan zTinggi/Mahkamah zAgung.
41

 

    Hakim zdalam zpemeriksaan zsuatu zperkara zjuga zmemerlukan zadanya zpembuktian, zdimana zhasil zdari 

zpembuktian zitu zkan zdigunakan zsebagai zbahan zpertimbangan zdalam zmemutus zperkara. Pembuktian 

zmerupakan ztahap zyang zpaling zpenting zdalam zpemeriksaan zdi zpersidangan. Pembuktian zbertujuan 

zuntuk zmemperoleh zkepastian zbahwa zsuatu zperistiwa/fakta zyang zdiajukan zitu zbenar-benar zterjadi, 

zguna zmendapatkan zputusan zhakim zyang zbenar zdan zadil. Hakim ztidak zdapat zmenjatuhkan zsuatu 

zputusan zsebelum znyata zbaginya zbahwa zperistiwa/fakta ztersebut zbenar-benar zterjadi, zyakni 

zdibuktikan zkebenaranya, zsehingga znampak zadanya zhubungan zhukum zantara zpara zpihak.
42

 

   zKebebasan zhakim zmenjatuhkan zputusan zdalam zproses zperadilan zpidana zterdapat zdalam zPasal z3 

zayat z(1) zdan z(2) zUndang-Undang zNomor z48 zTahun z2009 ztentang zkekuasaan zkehakiman zyang 

zberbunyi z: 

“(1) zDalam zmenjatuhkan ztugas zdan zfungsinya, zhakim zkonstitusi zwajib zmenjaga zkemandirian 

zperadilan, z(2) zsegala zcampur ztangan zdalam zurusan zperadilan zoleh zpihak zlain zdiluar zkekukasaan 

zkehakiman”. 

  Adapun zpengecualian zdalam zmencampur zkekuasaan zpengadilan zyang zterdapat zpada zPasal z5 zAyat 

z(1) zUndang-Undang zNomor z48 zTahun z2009 ztentang zKekuasaan zKehakiman zyang zberbunyi z: 

Hakim zdan zhakim zkonstitusi zwajib zmenggali, zmengikuti, zdan zmemahami znilai-nilai zhukum zdan zrasa 

zkeadilan zyang zhidup zdalam zmasyarakat”. 

  Segala zkeputusan zpengadilan zselain zharus zmemuat zpasal-pasal ztertentu zdari zperaturan zyang 

zbersangkutan zatas zsumber zhukum zhukum ztidak ztertulis zyang zdijadikan zdasar zuntuk zmenggali, 

zkaedah zhukum zyang zhidup zdan zberkembang zdi zdalam zmasyarakat. 

Menurut zMackenzie, zada zenam zteori zatau zpendekatan zyang zdapat zdipergunakan zoleh zhakim zdalam 

zpertimbangan zpenjatuhan zputusan zdalam zsuatu zperkara, zyaitu zsebagai zberikut:
43

 

a. Teori zKesimbangan, zyang zdimaksud zadalah zkeseimbangan zantara zsyarat-syarat zyang 

zditentukan zoleh zUndang-Undang zdan zkepentingan zpihak-pihak zyang zbersangkutan zatau 
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zberkaitan zdengan zperkara zyaitu zantara zlain zseperti zadanya zkeseimbangan zyang zberkaitan 

zdengan zkepentingan zmasyarakat, zkepentingan zterdakwa, zdan zkepentingan zkorban, zatau 

zkepentingan zpihak zpenggugat zdan zpihak ztergugat. 

b. Teori zPendekatan zSeni zdan zIntuisi, zyang zdimaksud zadalah zpenjatuhan zputusan zberdasarkan 

zminimum z2 z(dua) zalat zbukti zdan znaluri zatau zinstuisi zhakim. 

c. Teori zPendekatan zKeilmuan, zyang zdimaksud zadalah zhakim ztidak zboleh zsemata-mata zdalam 

zmemutus zperkara zhanya zmenggunakan zintuisi ztetapi zharus zdilengkapi zdengan zilmu 

zpengetahuan zhukum zdan zjuga zwawasan zkeilmuwan zhukum zdalam zmengadapi zsuatu zperkara. 

d. Teori zpendekatan zpengalaman, zdimaksud zadalah zpengalaman zdari zseorang zhakim zmerupakan 

zhal-hal zyang zdapat zmembantunya zdalam zmenghadapi zperkara-perkara zyang zdihadapinya 

zsehari-hari. 

e. Teori zratio zdecidendi, zteori zini zdidasarkan zpada zlandasan zfilsafat zyang zmendasar, zyang 

zmempertimbangkan zsegala zaspek zyang zberkaitan zdengan zpokok zperkara zyang zdisengketakan, 

zkemudian zmencari zperaturan zperundang-undangan zyang zrelevan zdengan zpokok zperkara zyang 

zdisengketakan zsebagai zdasar zhukum zdalam zpenjatuhan zputusan, zserta zpertimbangan zhakim 

zharus zdidasarkan zkeadilan zbagi zpara zpihak zyang zberperkara. 

f. Teori zkebijaksanaan, zteori zini zberkenaan zdengan zkebijakan zhakim zdalam zmnjatuhkan zsuatu 

zputusan. 

2. Unsur Unsur Pertimbangan Hakim  

    Pertimbangan zHakim zadalah zargumen zatau zalasan zyang zdipakai zoleh zhakim zsebagai zpertimbangan 

zhukum zyang zmenjadi zdasar zsebelum zmemutus zperkara. Pertimbangan zhakim zdibagi zmenjadi z2 

zbagian zyaitu z:
44

 

a. Pertimbangan zSecara zYuridis z 
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zAditya, zhlm z212 z-220.  



Pertimbangan zyuridis zadalah zpertimbangan zhakim zyang zdidasarkan zpada zfakta-fakta zyuridis zyang 

zterungkap zdalam zpersidangan zdan zoleh zUndang-Undang zditetapkan zsebagai zhal zyang zharus zdimuat 

zdi zdalam zputusan. Hal-hal zyang zdimaksud zyakni z:
45

 

1. Dakwaan zPenuntut zUmum: zDakwaan zmerupakan zdasar zhukum zacara zpidana zkarena 

zberdasar zitulah zpemeriksaan zdi zpersidangan zdilakukan. Dakwaan zselain zberisikan 

zidentitas zterdakwa, zjuga zmemuat zuraian ztindak zpidana zyang zdidakwakan zdengan 

zmenyebut zwaktu zdan ztempat ztindak zpidana zitu zdilakukan. Dakwaan zyang zdijadikan 

zpertimbangan zhakim zadalah zdakwaan zyang ztelah zdibacakan zdi zdepan zsidang 

zpengadilan. 

2. Keterangan zTerdakwa: zKeterangan zterdakwa zmenurut zPasal z184 zbutir ze zKUHAP, 

zdigolongkan zsebagai zalat zbukti. Keterangan zterdakwa zadalah zapa zyang zdinyatakan 

zterdakwa zdisidang ztentang zperbuatan zyang zia zlakukan zatau zyang zia zketahui zsendiri 

zatau zdialami zsendiri. Keterangan zterdakwa zsekaligus zjuga zmerupakan zjawaban zatas 

zpertanyaan zhakim, zPenuntut zUmum zataupun zdari zpenasihat zhukum. 

3. Keterangan zSaksi: zKeterangan zsaksi zdapat zdikategorikan zsebagai zalat zbukti 

zsepanjang zketerangan zitu zmengenai zsesuatu zperistiwa zpidana zyang zdidengar, 

zdilihat, zalami zsendiri, zdan zharus zdisampaikan zdi zdalam zsidang zpengadilan zdengan 

zmengangkat zsumpah. Keterangan zsaksi zmenjadi zpertimbangan zutama zoleh zhakim 

zdalam zputusannya.  

4. Barang-barang zbukti: zPengertian zbarang zbukti zdisini zadalah zsemua zbenda zyang 

zdapat zdikenakan zpenyitaan zdan zdiajukan zoleh zpenuntut zumum zdi zdepan zsidang 

zpengadilan. 

b. Benda zatau ztagihan ztersangka zatau zterdakwa zseluruhnya zatau zsebagian zdiduga zdiperoleh 

zdari ztindak zpidana zatau zsebagai zhasil ztindak zpidana; z 
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c. Benda zyang zdipergunakan zsecara zlangsung zuntuk zmelakukan ztindak zpidana zatau zuntuk 

zmempersiapkan; z 

d. Benda zyang zdigunakan zuntuk zmenghalang-halangi zpenyidikan ztindak zpidana; z 

e. Benda zlain zyang zmempunyai zhubungan zlangsung ztindak zpidana z 

5. Pasal-Pasal zdalam zPeraturan zHukum zPidana 

   zDalam zpraktek zpersidangan, zpasal zperaturan zhukum zpidana zitu zselalu zdihubungkan zdengan 

zperbuatan zterdakwa. Dalam zhal zini, zpenuntut zumum zdan zhakim zberusaha zuntuk zmembuktikan zdan 

zmemeriksa zmelalui zalat-alat zbukti ztentang zapakah zperbuatan zterdakwa ztelah zatau ztidak zmemenuhi 

zunsur-unsur zyang zdirumuskan zdalam zpasal zperaturan zhukum zpidana. 

     zPertimbangan zYuridis zadalah zpertimbangan zhakim zyang zdidasarkan zpada zfakta-fakta zyuridis zyang 

zterungkap zdalam zpersidangan zdan zoleh zUndang-undang zditetapkan zsebagaimana zyang zharus 

zdimuat zdalam zputusan zmisalnya zdakwaan zjaksa zpenuntut zumum, zketerangan zterdakwa, zketerangan 

zsaksi, zbarang-barang zbukti zdan zpasal-pasal zdalam zperaturan zhukum zpidana. Pertimbangan zyuridis 

zdari zdelik zyang zdidakwakan zjuga zharus zsesuai zdengan zaspek zteoritik, zpandangan zdoktrin, 

zyurisprudensi, zdan zposisi zkasus zyang zditangani, zbarulah zkemudian zsecara zlimitatif zditetapkan 

zpendirinya. Setelah zpencantuman zunsur-unsur ztersebut, zdalam zpraktek zputusan zhakim, zselanjutnya 

zdipertimbangan zhal-hal zyang zdapat zmeringankan zatau zmemperberatkan zterdakwa. Hal-hal zyang 

zmemberatkan zmisalnya zterdakwa zsudah zpernah zdipidana zsebelumnya, zkarena zjabatannya, zdan 

zmenggunakan zbendera zkebangsaan.
46

 

    Menurut zLilik zmulyadi zbahwa zhakekat zpada zpertimbangan zhakim zmerupakan zpembuktian zunsur-

unsur zdari zsuatu zdelik zapakah zperbuatan zterdakwa ztersebut zmemenuhi zdan zsesuai zdengan zdelik 

zyang zdidakwakan zoleh zpenuntut zumum zsehingga zpertimbangan ztersebut zrelevan zterhadap 

zamar/diktum zputusan zhakim.
47

 

b. Pertimbangan zSosiologis 

Hal-hal zyang zperlu zdiperhatikan zdalam zpertimbangan znon-yuridis zadalah zsebagai zberikut: 

 

1. Latar zBelakang zTerdakwa 

Latar zbelakang zperbuatan zterdakwa zadalah zsetiap zkeadaan zyang zmenyebabkan 

ztimbulnya zkeinginan zserta zdorongan zkeras zpada zdiri zterdakwa zdalam zmelakukan 

ztindak zpidana zkriminal. 
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2. Akibat zPerbuatan zTerdakwa 

Perbuatan zpidana zyang zdilakukan zterdakwa zsudah zpasti zmembawa zkorban zataupun 

zkerugian zpada zpihak zlain. Bahkan zakibat zdari zperbuatan zterdakwa zdari zkejahatan 

zyang zdilakukan ztersebut zdapat zpula zberpengaruh zburuk zkepada zmasyarakat zluas, 

zpaling ztidak zkeamanan zdan zketentraman zmereka zsenantiasa zterancam. 

3. Kondisi zDiri zTerdakwa 

Pengertian zkondisi zterdakwa zadalah zkeadaan zfisik zmaupun zpsikis zterdakwa 

zsebelum zmelakukan zkejahatan, ztermasuk zstatus zsosial zyang zmelekat zpada 

zterdakwa. Keadaan zfisik zdimaksudkan zadalah zusia zdan ztingkat zkedewasaan, 

zsementara zkeadaan zpsikis zdimaksudkan zadalah zberkaitan zdengan zperasaan zyang 

zdapat zberupa: 

a. Tekanan zdari zorang zlain, 

b. Pikiran zsedang zkacau, 

c. Keadaan zmarah zdan zlain-lain 

4. Agama zTerdakwa: 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar 

meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi 

ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun 

dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim 

secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
48
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Ruang lingkup Penelitian   

        Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus 

pada ruang lingkup masalah yang di inginkan. 
49

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini 

memiliki batasan pembahasan yang akan dilakukan. Maka ruang lingkup penelitian ini mengenai tentang  

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam 

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam 

Menjatuhkan Pidana Terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam Putusan Nomor 

40/Pid. Sus/2022/PN Srp. 

B. Jenis Penelitian   

       Penulisan penelitian hukum dengan judul „Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyebaran 

konten pornografi” ini termasuk penelitian hukum yang normatif, yang juga bisa disebut sebagai 

penelitian kepustakaan atau study dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan  

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sedangkan disebut sebagai penelitian 

kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.  

 

 

C. Metode Pendekatan Masalah  

 Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yaitu 

Undang Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis/sejarah 

(Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual 

(Conseptual Approach). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan 

Undang Undang (Statute Approach) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang Undang yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) artinya penulis 

menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap 

berkaitan dengan penelitian ini.   

D. Sumber Bahan Hukum  

     Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Bahan Hukum Primer   
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Bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang undangan dan putusan putusan hakim yang berlaku dan memiliki kaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
50

,  

adapun bahan hukum primer yang penulus gunakan untuk penelitian ini adalah undang undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta putusan Pengadilan Negeri 

Semarapura Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp. 

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal/artikel yang 

memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.
51

  

E. Metode Penelitian   

            Metode penelitan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan 

gambaran contoh putusan yang terkait dengan pornografi balas dendam (Revenge Porn).   

         Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (library Research). Bahan pustaka yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundangundangan dan bahan tulisan para 

ahli umum pada umumnya. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini 

didekskribsikan dallam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan Putusan Pemidanaan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp dalam kasus tindak pidana 

penyebaran konten pornografi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang 

diteliti oleh penulis. Dari hasil analisis dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, 

yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus, dan berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan juga saran.  

F. Analisis Sumber Hukum   

           Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan 

dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan 

yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada  
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pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN Srp bagaimana Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi melalui Jejaring Sosial Internet yang kemudian akan 

dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah 

yang diteliti.  

 

 


